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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji mengenai penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan 
perilaku dan tuturan dalam sidang DPRD LOBAR masa sidang III tahun 2015 
yang sekaligus merupakan subjek dan sumber data dalam kajian ini.Tujuan 
penelitian yang dilakukan ini untuk mendeskripsikan (1) tindak tutur sidang 
dewan perwakilan rakyat daerah yang berada di Kabupaten Lombok Barat, (2) 
prinsip kesantunan yang paling dominan digunakan dalam sidang, dan (3) 
relevansinya terhadap pembelajaran bahasa di sekolah menengah atas. Data 
penelitian ini dianalisis secara induktif  terhadap data tertulis yang akan dilakukan 
dengan menggunakan teori kebahasaan yang berkaitan dengan kesantunan 
berbahasa (H.P. Grice dan Leech 1993), tindak tutur dengan kajian etnografi 
komunikasi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode 
observasi dengan teknik rekam yang selanjutnya ditranskripsikan dengan 
pencatatan, Penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif. Berdasarkan 
penganalisisan,dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama realisasi tindak tutur 
ditemukan dalam tulisan terdiri dari 4 bentuk  yaitu bentuk representatif, direktif, 
ekspresif, dan deklarasi dari 5 bentuk yang dikemukakan oleh Sarle (1975).Kedua, 
Prinsiip kesantunan Grice mendominasi tindak tutur dalam sidang DPRD.Ketiga 
relevansi kajian ini dengan  mata  pelajaran Bahasa Indonesia yang  terintegrasi dengan 
mata pelajaran Agama dan Pendidikan kewarganegaraan. 

 
Kata-kata kunci :tindak tutur, prinsip kesantunan, DPRD 
 



I  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

 Bahasa sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang dimiliki manusia  dan 
sekaligus sebagai pembeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Bahasa 
muncul ketika manusia menyampaikan ide, pikiran, gagasan , pendapat kepada 
orang lain. Penggunaan bahasa dalam kegiatan penyampaian pesan oleh manusia 
kepada orang lain dalam kegiatan berkomunikasi menjadikan bahasa memiliki 
peran yang sangat penting sebagai alat interaksi sosial manusia. Bahasa Indonesia 
sebagai bahasa nasional yang digunakan masyarakat Indonesia dalam 
berkomunikasi di lingkungan keluarga, masyarakat, instansi atau lembaga 
pemerintahan maupun swasta. Pelibatan penggunaan sebuah bahasa dengan baik 
dan benar dalam pertuturan merupakan salah satu fitur terpenting dari sebuah 
komunikasi. Akan tetapi, tidak menjadi jaminan  pertuturan dapat berlangsung 
kondusif dan harmonis. Disinilah letak peran kesantunan berbahasa sebagai alat 
komunikasi, termasuk bahasa yang digunakan sebagai media di dalam sidang 
paripurna dewan, lebih khusus lagi di kalangan Dewan Perwakilan Daerah 
(henceforth:DPRD) Lombok Barat. 

Dalam sebuah proses persidangan bahasa difungsikan di antaranya untuk 
menyampaikan pendapat, memutuskan, menjelaskan, larangan, penolakan,  
membujuk, berjanji, perintah, dan permintaan.Sebagaimana fungsi referensial dan 
fungsi afektif bahasa. Fungsi referensial adalah fungsi bahasa yang berkaitan 
dengan bagaimana cara kita mempresentasikan cara berpikir,menyampaikan ide 
dan suatu objek yang ada di lingkungan sekitar kita sedangkan fungsi afektif 
bahasa berkaitan dengan siapa yang “boleh/berhak”mengatakan apa,di mana ini 
erat kaitannya dengan kekuasaan dan status sosial (Linda dan Shan,2007:14). 

Kekisruhan yang terjadi di sidang DPR  dan melibatkan para pesohor negeri 
yang dalam status sosial ditingkatan tinggi mungkin bagi sebagian masyarakat 
dianggap wajar karena mereka berasal dari daerah dan budaya yang berbeda. 
Namun bila dilihat dari kajian linguistik khususnya dalam kajian pragmatik para 
anggota DPR tersebut melanggar dua hal pokok ketentuan berkomunikasi 
yaitu:pertama melanggar kesantunan berbahasa dan kedua melanggar etika 
berbahasa. Kesantunan berbahasa diperoleh dari belajar berbahasa sedangakan 
etika diperoleh dari “budi pekerti”dan bertingkah laku ( Chaer,2010:4 ). Akan 
tetapi, pengalaman berbahasa yang telah dimilki para anggota dewan  tidak 
mencerminkan penggunaan bahasa yang santun. Paparan fenomena berbahasa 
santun yang terjadi di parlement mendorong penulis untuk mengkaji tindak tutur 
sidang  DPRD yang ada di pulau seribu masjid sebagai salah satu kajian 
berdasarkan teori tindak tutur sebagai pisau bedah untuk menjawab rumusan 
masalah mengenai tindak tutur yang muncul dalam sidang, prinsip kesantunan 
yang dominan digunakan dalam sidang dan mengetahui relevansi hasil kajian 
terhadap pembelajaran bahasa di sekolah menengah atas (SMA). Mengingat 
dalam pembelajaran bahasa pada kelas XII semester satu dengan standar 
kompetensi berbicara, siswa diharapkan mampu untuk mengungkapakan gagasan, 
tanggapan dan informasi dalam diskusi dengan bahasa yang efektif. Keterkaitan 
materi pemebelajaran dengan fenomena yang ada menurut penulis relevan 
dikaitkan dengan pemebelajaran Bahasa, Agama dan terintegrasi dengan mata 



pelajaran Kewarganegaraan sehingga generasi penerus bangsa mempunyai 
karakter yang komunikatif, bersahabat, menghargai pendapat, dan dapat berbahasa 
selain baik dan benar juga menjunjung tinggi nilai kesantunan dalam 
berkomunikasi. 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Tindak tutur apakah yang muncul dalam sidang DPRD kabupaten Lombok 
Barat ? 

2. Prinsip kesantunan apa yang paling dominan digunakan dalam sidang 
DPRD Lombok Barat ? 

3. Bagaimana relevansi hasil kajian ini dengan pembelajaran bahasa di SMA ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Mencermati rumusan permasalahan di atas, setidak-tidaknya menyiratkan 
tujuan peneltian ini. Adapun tujuan penelitian dalah sebagai berikut. 

1. Bentuk tindak tutur  sidang  DPRD Kabupaten Lombok Barat sebagai 
fenomena kebahasaan  

2. Penggunaan prinsip kesantunan dari teori kesantunan yang dilaksanakan 
dalam sidang DPRD Kabupaten Lombok Barat. 

3. relevansinya terhadap pembelajaran bahasa di SMA sebagai akibat yang 
ditimbulkan oleh fenomena kebahasaan dalam sidang DPRD Kabupaten 
Lombok Barat.  

II. KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, DAN TEORI 
2.1 Kajian Pustaka ( Kajian Relevan) 

Penelitian mengenai tindak tutur dilakukan oleh Sukri ( 2015). Penelitian 
yang dilakukan mengenai tuturan ritual di Kabupaten Lombok Utara (selanjutnya 
disingkat KLU) dilihat dari sudut pandang ilmu pragmatik.dari hasil penelitian  ini 
menunjukkan fakta empiris ihwal penggunaan bahasa yang tidak pernah bisa 
dipisahkan dengan penutur, petutur, konteks, situasi, bahkan ideologi masyarakat 
pemakai bahasa itu sendiri. Dwiyani dan Gede (2015) dalam makalahnya yang 
berjudul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesantunan Tindak Tutur dalam 
Film”Tarian Bumi” “ membahas mengenai realisasi  kesopanan dari tindak tutur 
dalam film dan faktor yang memengaruhinya. Menurut Dwiyani dan Gede setiap 
bentuk tindak tutur memilki realisasi bentuk dan makna tuturan yang bervariasi 
dimana tuturan–tuturan tersebut hanya memiliki tujuan tertentu yang tentunya 
harus dipahami dengan baik oleh lawan tuturnya sehingga realisasi dari tujuan 
tersebut dapat dicapai oleh penutur yang terlibat didalamnya. 

 Peneliti lain yang pernah meneliti tentang tindak tutur adalah Sastrawan 
(2013). Dalam penelitian ini ia meneliti mengenai tindak tutur direktif guru SMP 
11 Mataram dalam pembelajaran dikelas dengan hasil yang diperoleh berupa 
tindak tutur yang dominan dalam pembelajaran di kelas direpresentasikan melalui 
requestives (memohon dan perintah), question (tanya), prohibities (melarang), 
Permisives (memberi izin), advisiories (menasehatkan). Sastrwan dalam 
penelitiannya mengatakan tindak tutur merupakan suatu tindakan yang timbul 
sebagai akibat dari tuturan yang diucapkan penutur terhadap lawan tutur. 
Pernyataan Sastrawan mengenai tindak tutur guru terhadap kegiatan pembelajaran 



dikelas relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena penelitian 
ini diharuskan memilki hubungan dengan pembelajaran. 
2.2 Konsep 

Konsep yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah istilah–istilah teknis 
yang digunakan dalam penelitian. Istilah–istilah yang dimaksud sebagai landasan 
dalam menerangjelaskan fenomena sidang DPRD tersebut adalah sebagai berikut. 
Pertama, tindak, yakni tindak langkah, perbuatan.Tindak yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai dampak dari sebuah 
tindakan (KBBI, 2008). Kedua, Tutur merupakan ucapan, kata yang diujarkan, 
perkataan yang diucapkan, sedangkan tuturan adalah sesuatu yang diucapkan, 
ujaran, perkataan.Ujaran yang terjadi dalam bentuk tindakan atau aktivitas pada 
situasi tertentu. Dalam penelitian ini tuturan yang dimaksud adalah ucapan atau 
ujaran yang di sampaikan anggota sidang dalam interaksi selama sidang 
berlangsung (KBBI, 2008). Ketiga, Tindak Tutur, merupakan tuturan dari 
sesorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam 
tuturannya itu. 
2.3 Teori 
2.3.1 Tindak Tutur 
 John Austin seorang filsuf  berkebangsaan Inggris  dalam bukunya “How 
to do things with words” (1962 :98 – 99 via Nadar 2008:11) menyebutkan bahwa 
pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan sesuatu ,dia juga melakukan 
sesuatu. Pandangan Austin terhadap bahasa ini yang menimbulkan pengaruh besar 
dalam bidang linguistik,dengan gagasan bahasa dapat digunakan untuk melakukan 
tindakan melalui pembedaan antara ujaran ujaran konstatif dan ujaran perfomatif. 
Ujaran konstatif mendeskripsikan atau melaporkan peristiwa –peristiwa  dan 
keadaan–keadaan di dunia. Sedangkan ujaran ferfomatif adalah pengujaran 
kalimat merupakan, atau merupakan bagian dari, melakukan tindakan, yang sekali 
lagi biasanya tidak dideskripsikan sebagai, atau ‘hanya’ sebagai, tindak untuk 
mengatakan sesuatu (Austin,1962 via Cumings,2007:8). Misalnya ‘saya berjanji 
akan pulang awal’ merupakan ujaran ferfomatif karena pengujaran sebenarnya 
merupakan tindakan berjanji yang selanjutnya dapat menjadi landasan ujaran 
konstatif yang benar atau salah tergantung dari tingkat keakuratannya. Pembedaan 
antara ujaran konstatif dan perfomatif yang dikemukakan oleh Austin diganti oleh 
pengelompokkan menjadi tiga tindakan didalam bertutur yakni penutur 
melakukan tindakan lokusi, tindakan ilokusi dan mungkin tindakan perlokusi. 

Austin (1991:419-424) mendeskripsikan fungsi tindak tutur berdasarkan 
daya ilokusionalnya menjadi (1) verdiktif, yakni tindak tutur yang menyatakan 
keputusan, perkiraan, penghargaan, dan temuan; (2) eksersitif, yakni tindak tutur 
yang menyatakan pelatihan/pertunjukkan kekuasaan, hak, atau pengaruh yang 
ditunjukkan dengan voting, aturan, desakan, nasihat, dan peringatan; (3) komisif, 
yakni tindak tutur yang dimaksudkan untuk mempromosikan, perhatian atau 
tawaran; (4) behavitif, yakni tindak tutur yang berhubungan dengan kebiasaan dan 
sikap sosial, seperti permintaan maaf, ucapan selamat, perintah, belasungkawa, 
kutukan, dan tantangan; dan (5) ekspositif, yakni tindak tutur yang sesuai dengan 
masalah yang diperbincangkan atau percakapan, misalnya “saya jawab”, “saya 
debat” dan seterusnya. 



 Beranjak dari pemikiran Austin, Searle (1975) membagi dan 
mengemukakan tindak tutur bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya ada tiga 
jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yaitu tindak lokusi, 
tindak ilokusi, dan tindak perlokusi (Wijana, 1996:17 via Sukri :2015:4). Tindak 
Lokusi (locutionary act) adalah tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan 
sesuatu. Adapun Tindak Ilokusi (illocutionary act) ialah tindak tutur yang tidak 
hanya berfungsi untuk menginformasikan sesuatu namun juga untuk melakukan 
sesuatu. Tindak ilokusi sangat sukar dikenali bila tidak memperhatikan terlebih 
dahulu siapa penutur dan lawan tutur, kapan dan di mana tindak tutur itu terjadi, 
dan sebagainya. Terakhir, Tindak Perlokusi (perlocutionary act) adalah dampak 
yang ditimbulkan oleh ungkapan itu pada pendengar sesuai dengan situasi dan 
kondisi pengucapan kalimat (Lubis, 1999:9). Efek ini dapat secara sengaja  atau 
tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Tindak tutur yang pengutaraannya 
dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur disebut dengan perlokusi. 

 Searle (1975) membagi tindak tutur tersebut menjadi lima kategori, yaitu 
tindak tutur (Chaer,2010:29 ): 

a. Representatif (disebut juga asertif ), yaitu TT yang mengikat 
penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya.Misalnya 
mengatakan, melaporkan dan menyebutkan.  

b. Direktif yaitu TT yang dilakukan penuturnya dengan maksud lawan 
tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. 
Misalnya menyuruh,memohon, menuntut, menyarankan,dan 
menantang. 

c. Ekspresif yaitu TT yang dilakukan dengan maksud agar tuturanya 
diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan di dalam 
tuturan itu. Misalnya memuji, mengucapkan terima kasih, 
mengkritik, dan menyelak. 

d. Komisif yaitu TT yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan 
apa yang disebutkan di dalam tuturannya.Misalnya berjanji, 
bersumpah, dan mengancam. 

e. Deklarasi yaitu TT yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk 
menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya)yang baru. 
Misalnya memutuskan,membatalkan, melarang, mengizinkan, dan 
memberi maaf. 

2.3. 2 Kesantunan Berbahasa 
 Kesantunan berbahasa dalam kamus besara bahasa Indonesia (selanjutnya 
disingkat KBBI ) edisi ketiga (1990) yang dimaksud kesantunan adalah kehalusan 
dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya). Menurut Wardhaugh (via 
Sosiowati,2013:23) berpendapat bahwa kesantunan berbahasa adalah perilaku 
berbahasa yang memperhitungkan solidaritas, kekuasaan, keakraban, status 
hubungan antarpartisipan, dan penghargaan. Kesantunan berbahasa juga 
ditentukan oleh kesadaran terhadap kebiasaan sosial. Hubungan kesantunan 
berbahasa dengan penelitian ini adalah bagaimana perilaku berbahasa atau tata 
cara berbahasa sesuai dengan unsur–unsur budaya yang ada dalam masyarakat 
tempat hidup dan dipergunakan para anggota DPRD  dalam bersidang yang 
memperhitungkan  diantaranya solidaritas, kekuasaan, keakraban, status hubungan 



antarpartisipan, penghargaan dan etika berbahasa sehingga terwujudnya 
komunikasi yang memenuhi prinsip kesantunan berbahasa.Dengan kalimat lain 
dalam kebudayaan juga terdapat aturan (“gramatika budaya”) yang mensyaratkan 
pendukungnya untuk mematuhi atruan dalam kebudayaanya,bagaimana ia harus 
berperilaku agar berterima dalam kelompok atau masyarakat Kresing (1981) (via 
Anwar,2006:21). 
 Beberapa linguis yang mengkaji mengenai kesantunan bahasa sesuai 
dengan budaya dari masing–masing penutur bahasa yang berbeda diantaranya 
penelitian kesantunan berbahasa yang dilakukan oleh Lakoff (1973) ,dengan 
pendapat sebuah tuturan diakatakan santun apabila ia tidak terdengar memaksa 
atau angkuh, tuturan itu memberi pilihan kepada lawan tutur, dan lawan tutur 
merasa tenang. Brown dan Levinson (1978), yang mana teorinya dihubungkan 
dengan kerangka teori Grice (Eelen ,2001:4) bahwasanya bersikap santun itu 
adalah bersikap peduli pada “wajah” atau “muka,” baik milik penutur, maupun 
milik mitra tutur.”Wajah,” dalam hal, ini bukan dalam arti rupa fisik, namun 
“wajah” dalam artian public image, atau mungkin padanan kata yang tepat adalah 
“harga diri” dalam pandangan masyarakat (Chaer,2010:49). Geoffrey Leech 
(1987) menempatkan teori kesantunan dalam kerangka ‘retorika interpersonal’ 
yaitu keterlibatan peserta pertuturan dalam usaha untuk menjamin bahwa ujaran 
‘berperilaku  yang baik’ dalam istilah–istilah dan interpesonal misalnya sesuai 
dengan kesantunan kontekstual, bersifat kooperatif (Eelen,2001:8)  dan hal yang 
berkaitan dengan  prinsip kesantunan yang dijabarkan menjadi enam maksim 
yaitu  (1) kebijaksanaan (Tact), (2) penerimaan (generosity), (3) Kemurahan 
(Approbation), (4) kerendahan hati (Modesty), (5) kesetujuan (Agreement), (6) 
kesimpatian (Sympaty), (Caher ,2010:56). Linguis lain yang menkaji pengunaan 
bahasa santun adalah H.P Girce dengan anggapan pertuturan akan berlangsung 
dengan baik apabila penutur dan lawan tutur dalam pertuturan menaati prinsip–
prinsip kerjasama dengan menerapkan empat maksimnya yaitu maksim kuantitas, 
maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim cara. Dalam penelitian ini akan 
digunakan salah satu teori kesantunan yang dikemukakan oleh H.P Grice  
denngan tujuaan untuk mengetahui pematuhan maupun pelanggaran terhadap 
kesantunan berbhasa Grice yakin bahwa ketaatan seorang peserta pertuturan 
dalam mematuhi maksim-maksim di atas akan menjamin kelangsungan 
komunikasi yang santun. Akan tetapi, Grice sendiri tidak menutup kemungkinan 
akan terjadinya pelanggaran terhadap satu atau sejumlah maksim tertentu, dan hal 
ini akan dapat diatasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial 
sebagaimana diisyaratkan oleh Leech. Grice misalnya menunjuk pada tindak tutur 
yang terjadi ketika bertengkar, menulis surat, menggunakan metafor, ironi, 
hiperbol, dan lain sebagainya. 

Disamping itu digunakan juga teori kesantunan  yang relevan  yakni teori 
kesantunan yang dikemukakan oleh Geoffry Leach. Penggunaan kedua teori 
kedua linguis didasarkan pada pendapat (Leech (1983) via Sosiowati,2013:26) 
bahwa kesantunan tidak saja dimanifestasikan melalui isi percakapan tetapi 
dimanifestasikan juga melalui bagaimana suatu percakapan dilakukan dan diatur 
oleh peserta tutur. Misalnya menyela percakapan atau berbicara pada waktu yang 
salah dianggap perilaku tidak santun, atau diam saja dalam suatu percakapan juga 



dianggap tidak santun. Topik percakapan juga patut untuk dipertimbangkan 
karena menurut Leech (1983), penutur lebih suka berbicara mengenai topik yang 
menyenangkan dibandingkan dengan topik yang tidak menyenangkan.  
 Beberapa prinsip kesantunan yang dikemukakan Grice dikemas dalam 
konsep Cooperative Principle selanjutnya disingkat CP. Dalam bentuk yang 
berbeda dengan Brown & Levinson, Grice (1975) berpendapat bahwa tingkat 
kesantunan sebuah pertuturan justru ditentukan oleh kemampuan penutur dan 
mitra tutur untuk saling memahami dan menjalin kerjasama di antara keduanya 
melalui serangkaian prinsip, yang dia sebut dengan prinsip kerjasama 
(Cooperative Principle, CP). Prinsip ini berbunyi “make your conversational 
contribution such as required, at the stage at which it occurs, by the accepted 
purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged” (1975: 45).  
 III. METODE KAJIAN  

 Penelitian ini termasuk penelitian etnografi komunikasi dengan sifat dari 
penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Sejalan dengan tujuan penelitian untuk 
mendeskripsikan fenomena kebahasaan yang bersumber dari tuturan para anggota 
DPRD dalam bersidang dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pragmatik 
yang dilakukan melalui tiga macam tahapan. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode simak dan wawancara tak berstruktur dan teknik 
lanjutannya berupa teknik catat (Sudaryanto, 1988:6). Lokasi penelitian yang 
dipilih yaitu sidang DPRD kabupaten LOBAR yang bertempat di kantor DPRD 
LOBAR pada tahun dinas 2015. Kajian yang telah dilakukan ini memiliki wujud 
data berupa rekaman kaset pita yang di dalamnya terdapat tuturan para anggota 
sidang dewan perwakilan kabupaten  LOBAR selama sidang berlangsung. 
Tuturan yang ada dalam rekaman akan ditranskrip kedalam bentuk teks secara 
tertulis. Data tersebut merupakan sampling yang digunakan peneliti untuk dibahas 
secara mendalam dengan populasi yang diambil adalah seluruh peserta sidang. 
Dengan asumsi bahwa anggota dewan perwakilan rakyat daerah berperilaku 
santun dalam menyampaikan ide, gagasan, pertanyaan, persetujuan, permintaan 
dan lain sebagainya. Metode analisis data menggunakan metode padan. Penyajian 
hasil analisis bersifat deskriptif sehingga hasil perian tersebut merupakan cuplikan 
suatu fenomena bahasa yang sebenarnya. 
IV. PEMBAHASAN 
4.1 Sekilas tentang Sidang DPRD LOBAR Tahun 2014 

Sidang DPRD LOBAR dalam agenda sidang ke tiga masa sidang III tahun 
2014 membahas penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 
tahun anggaran 2015. Sekilas mengenai sidang yang berlangsung pada hari 
Selasa, 4 November 2014. Sidang tersebut merupakan sidang paripurna ke-14 
yang dipimpin oleh Multazam,A.Md. anggota dewan terpilih dari partai Nasdem 
dan didampingi oleh Drs.H.Lalu Saswadi, MM selaku Sekertaris dewan. Agenda 
acara sidang pada hari itu berkenaan dengan “pandangan umum fraksi-fraksi 
dewan terhadap APBD LOBAR tahun anggaran 2015”. Acara sidang dihadiri oleh 
anggota dewan sebanyak 30 orang dari 45 jumlah anggota DRPD yang ada di 
LOBAR, tidak hadir sebanyak 15 orang dengan keterangan 2 orang izin, 1 sakit, 
dan tanpa keterangan sebannyak 12 orang. Selain itu acara sidang ini juga dihadiri 



badan eksekutif sebanyak 43 orang. Sidang dimulai pukul 10.18 WITA dan 
selesai pada pukul 10.38 WITA, jadi sidang berlangsung selama 20 menit 
 4.1. Bentuk Tindak Tutur Sidang DPRD Lombok Barat Masa Sidang III 

Tahun 2014 
4.1.1 Bentuk Tindak Tutur Representatif (Asertif) 
 Tindak tutur Representatif (TTR) adalah tindak tutur yang muncul dan 
bersifat mengikat penuturnya terhadap segala sesuatu yang dituturkan. 
Kemunculan TTR dalam sidang digunakan peserta sidang untuk memberikan 
informasi berupa pandangan terhadap topik yang dibahas dalam sidang. Data 
berikut memberikan contoh realisasi TTR yang diujarkan selama proses sidang. 
1. Pimpinan   : “Dengan telah disampaikannya Pandangan Umum Fraksi-Fraksi 

Dewan tadi, maka seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna 
Dewan Yth. hari ini telah dapat kita selesaikan. Akhirnya 
dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabil alamin Rapat 
Paripurna ke – 14 Masa Sidang III, Tahun Dinas 2014, Selasa 4 
Nopember 2014 secara resmi kami nyatakan ditutup”. 

Tuturan (1) sebagai realisasi TTR dalam pelaporan yang dilakukan 
pimpinan sidang sebagai penutur yang terikat dengan kebenaran sidang telah 
terlaksana dan harus ditutup dengan pemerian informasi untuk sidang berikutnya 
dengan agenda yang berbeda. Tuturan yang terjadi dalam sidang dengan bentuk 
TTR dijadikan data temuan dalam penelitian yang berkaitan dengan kesantunan 
dengan pematuhan prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Leech (1993) 
maka tuturan ini termasuk kedalam pematuhan maksim kemurahan  yang 
menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada 
orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain, dan 
pematuhan maksim  kerendahan hati (Modesty Maxim). 
2 Bentuk  Tindak Tutur  Direktif (TTD) 
 TTD  merupakan TT yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar 
lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu.TTD sidang 
DPRD LOBAR dalam korpus data tidak semua bentuk TTD  digunakan dalam 
realisasikan dalam sidang DPRD  LOBAR, data-data ujaran  berikut bentuk 
memperlihatkan realisasi TTD sidang. 

1. Pimpinan :“Apakah urutan penyampaian tersebut dapat disetujui? 
2. Interupsi 2 :”Izin Pak Ketua. Jadi disini saya sebagai anggota 

DPRD Lombok Barat sangat kecewa dengan kinerja 
salah satu Kepala Dinas yang di mana tiap Paripurna 
terlalu tidak hadir (diulangi) selalu tidak hadir Kepala 
Dinas Kesehatan, yang di mana notabenenya selalu 
meremehkan lembaga kita. Dan keluhan yang paling 
mendasar yang saya ketemukan di lapangan, semua 
masyarakat tidak kenal namanya Kepala Dinas ini !, 
karena tidak pernah turun, semua Kepala Puskesmas 
kecewa dan tidak  suka dengan kinerjanya, mohon dalam 
hal ini Pak Sekda sebagai tim Baperjakat jadi 
pertimbangan untuk di evaluasi kepala dinas kesehatan 
terima kasih. (H. Ahmad Zaenuri )..  



3. Pimpinan :”Silahkan !” (TTD memberikan izin) 
4. Interupsi 3  :” ini adalah laporan gabungan fraksi masalah penilaian 

kinerja ndak usah kita bahas di sini, mau Kepala Dinas 
A, mau Kepala Dinas B.. itu adalah ranah Bupati,  
jangan kita ungkit disini, nanti selanjutnya itu penilaian 
kerja SKPD,  mau eselon II, eselon III, eselon IV itu 
ranah Kepala Daerah, bukan ranah kita. Terima kasih 
pimpinan... “(Munawir Haris Pimpinan dari fraksi 
PAN). 

 Tuturan (1) sampai (4) termasuk TT langsung literal. Masing-
masing data menunjukkan realisasi TTD dengan bentuk TTD question (Tanya)/ 
TTDQ yang ditunjukkan pada data (1) berdasarkan penanda kata tanya yang 
digunakan”apakah” dengan maksud meminta informasi tertentu kepada mitra 
tutur. Di samping bentuk TTDQ diidentifikasi juga adanya ujaran TTD memohon 
(TTDM) direalisasikan pada tuturan (2) yang digunakan umumnya untuk meminta 
izin dan diberikan waktu untuk berbicara menyampaikan pendapat mengenai 
masalah yang dibahas dalam agenda sidang. Adapun tuturan (3) dan (4) juga 
bermodus deklaratif disampaikan oleh peserta sidang yang menunjukkan makna 
memberikan perintah sekaligus memberikan izin pada mitra tutur. Tuturan di atas 
mengindikasikan bentuk tuturan direktif dengan makna pragmatik persilaan 
sebagai penanda pemberian izin sekaligus sebagai perintah untuk melakukan 
tuturan. Jika ditelaah dari prinsip kesantunan leech (1993), maka tuturan tersebut 
memenuhi maksim kebijaksanaan yang menggariskan bahwa setiap peserta 
pertuturan harus meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan 
keuntungan orang lain.Di samping itu data tuturan (4) bermakna memberikan 
saran dikarenakan situasi sidang yang tidak kondusif. 
3 Bentuk  Tindak Tutur Ekspresif (TTE) 
 TTE merupakan TT yang dilakukan dengan maksud agar tuturannya 
diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. 
Misalnya memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, dan menyelak. 
Adapun tuturan TTE yang direalisasikan dalam sidang DRPD LOBAR sebagai 
berikut. 

1. Interupsi 10 : “Terima kasih pimpinan... As.wr.wb.... Pimpinan, 
apa yang disampaikan oleh anggota sebagai bentuk 
apa namanya sebagai bentuk? apa yang di sampaikan 
didengar dan dirasakan, saya kira tidak ada masalah 
tetapi bukan untuk ditanggapi, itu sudah didengar oleh 
Saudara Bupati dalam hal ini perwakilannya Pak 
Sekda, tidak perlu di tanggapi, saya kira cukup apa 
yang di sampaikan biarkan nanti akan menjadi 
masukan untuk Pemerintah Daerah, saya kira di 
cukupkan dan dilanjutkan.... “(H. Wahid Syahril dari 
fraksi DKR...) 

4. Bentuk  Tindak Tutur Deklarasi (TTD) 
 TTD adalah TT yang dilakukan penutur  dengan maksud untuk 
menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Misalnya 



memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf. 
Dalam sidang DPRD LOBAR realisasi TT deklarasi ditandai dengan penutur 
memberikan izin berbicara menyampaikan pandangan,pendapat, memutuskan 
melanjutan sidang walaupun masih ada interupsi dari mitra tutur dan menutup 
sidang setelah agenda sidang dilaksanakan.  
4.2 Pelanggaran Prinsip-Prinsip Kesantunan berbahasa Sidang DPRD 

LOBAR  
4.2.1 Maksim Kuantitas (maxim of quantity) 

Maksim kuantitas ini menghendaki setiap peserta tutur hanya memberikan 
kontribusi  yang secukupnya  saja atau sebanyak  yang dibutuhkan oleh lawannya, 
dengan kalimat lain hindari memberikan informasi yang berlebihan atau tidak 
perlu (Chaer via Grice, 1975:45-47).Tuturan berikut dapat diindentifikasi  sebagai 
pelanggran maksim kuantitas. 

1. Pimpinan  :“Apakah urutan penyampaian tersebut dapat disetujui ?” 
2. Peserta sidang  : “Interupsi  ketua!” (H. Yakti Fraksi Golkar). 

 Data ujaran (1) dituturkan oleh pimpinan sidang ketika ingin mengetahui 
persetujuan peserta sidang untuk urutan pembacaan pandangan fraksi tentang 
RAPBD 2015, tetapi dalam realisasinya pada data (2) tidak memerikan kontribusi 
pertuturan sesuai dengan kebutuhan. Seharusnya tuturan dalam bentuk introgatif 
tersebut dijawab dengan kata ya atau tidak. Berdasarkan peristiwa tutur di atas, 
penulis berkesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam sidang pada 
maksim kuantitas. 
4.2.2 Maksim Relevansi (Maksim of Relevance) 

Maksim ini mengharuskan setiap peserta tuturan memberikan kontribusi 
yang relevan atau cocok dengan masalah atau tajuk tuturan. Apabila terdapat 
kecocokan  antara penutur dan mitra tutur dalam kegiatan bertutur, masing-
masing dari mereka dapat dikatakan santun. Berikut tuturan yang dikategorikan 
bentuk tuturan yang tidak santun dan melanggar prinsip kerjasama dalam 
pertuturan. 

1. Interupsi 3 :” ini adalah laporan gabungan fraksi masalah penilaian 
kinerja ndak usah kita bahas di sini, mau Kepala Dinas A, mau 
Kepala Dinas B.. itu adalah ranah Bupati, jangan kita ungkit 
disini, nanti selanjutnya itu penilaian kerja SKPD, mau eselon II, 
eselon III, eselon IV itu ranah Kepala Daerah, bukan ranah kita. 
Terima kasih pimpinan... “(Munawir Haris Pimpinan dari fraksi 
PAN). 

Data tuturan (3) menunjukkan pernyataan yang melanggar maksim 
relevansi dikarenakan topik tuturan tidak relevan dengan agenda, waktu dan 
tempat sebagai faktor pendukung terjadinya pertuturan. 
4.2.3 Maksim Kemurahan 

Maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa 
hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. 
Berikut realisasi tuturan pelanggran maksim kemurahan dikarenakan diksi yang 
menyimpang. 

1. Interupsi 8 :“ini pandangan-pandangan fraksi, kita berbicara 
masalah Lombok Barat, kita berbicara masalah anggaran, masak 



Kepala Dinas bodoh (nada marah), Kepala Dinas yang tidak 
perhatian kepada masyarakat kita harus pertahankan, masukan 
..masukkan saya tidak pernah ingin mengganti kata saya masukkan 
kepada Sekda sebagai Baperjakat..saya tidak pernah membicarakan 
masalah kekerasan”, (H. Ahmad Zaenuri). 

 (suasana ricuh dengan hujatan interupsi sebagai akibat pernyataan 
dari H.Ahmad). 

Berdasarkan ulasan peristiwa tutur di atas, jika ditelaah dari prinsip 
kesantunan yang dikemukakan Leech (1993)  penulis berkesimpulan telah terjadi 
pelanggaran kesantuan yaitu maksim kemurahan. Secara pragmatis tuturan (1)  
sangat tidak santun karena menggunakan kata bodoh dengan intonasi tinggi, 
sehingga terkesan memaksimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain ( lawan 
tutur). 
4.3 Relevansi  Temuan Dengan Pembelajaran Bahasa di SMA 

Mencermati fenomena kebahasaan yang terjadi di parlement dan temuan dari 
penelitian yang telah dilakukan mengenai tindak tutur sidang DPRD kabupaten 
LOBAR, menurut penulis mempunyai relevansi dengan pembelajaran bahasa di 
SMA. Pembelajaran Bahasa Indonesia  SMA di kelas XII semester 1 (satu) pada 
Standar Kompetensi (SK) 2. yakni pengungkapan gagasan, tanggapan, dan 
informasi dalam diskusi   dan Kompetensi Dasar (KD) 2.1 penyampaian gagasan 
dan tanggapan dengan alasan yang logis dalam diskusi dengan harapan yang ingin 
dicapai siswa mampu melaksanakan diskusi dengan baik dan santun. 

Melalui pembelajaran keterampilan berbicara dengan metode pembelajaran 
mengenai diskusi diharapkan siswa mampu untuk bersikap dan berbahasa yang 
santun dengan diksi yang tepat dalam mengeluarkan pendapat, meminta izin, 
menyelak atau menolak pendapat pada saat berdiskusi, sidang, musyawarah. 
Sejatinya pertuturan yang muncul dalam diskusi dikontrol oleh penutur  dan 
mematuhi etika dalam sidang sehingga  kegiatan sidang atau diskusi dapat 
berjalan tertib.  
V. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan terhadap topik TT dlam sidang DPRD LOBAR 
berdasarkan pendekatan pragmatik. maka dapatlah dijabarkan beberapa simpulan 
yang tentunya sesuai dengan kelogisan permasalahan dan temuan di lapangan. 
Adapun simpulan kajian ini adalah sebagai. (1)Realisasi bentuk tuturan sidang 
DPRD Kabupaten LOBAR, di antaranya : (1) Bentuk TTR (Asertif) yang 
direalisasikan pada awal dan akhir tuturan sidang, (2) Bentuk TTD yang 
direalisasikan dalam bentuk TTDQ (tanya) sebanyak 4 tuturan yang diperoleh dari 
32 tuturan sidang, bentuk TTDM (requestives) sebanyak 17 tuturan dari 32 data 
tuturan sidang, TTDP (requeriments) dan  memberi izin (permissives) sebanyak 
13 tuturan dari keseluruhan tuturan, menyarankan (advisiories)sebanyak 5 tuturan 
dari keseluruhan data, (3) Bentuk tinTTE sebanyak 7 tuturan dari keseluruhan 
data tuturan sidang, (4) Bentuk TT deklarasi, bentuk  TT ini mendominasi 
pertuturan dalam sidang DPRD LOBAR hal tersebut diidentifikasi penulis dari 
analisis transkripsi sidang. Dari lima kategori pembagian bentuk tindak tutur yang 
dilakukan oleh Searle (1975) terdapat empat bentuk TT yang terealisasikan dalam 
sidang DPRD Kabupaten LOBAR. Dengan kalimat lain dalam sebuah pertuturan 



tidak semua bentuk tindak tutur dapat terwujud dan satu bentuk ujaran dapat 
mempunyai lebih dari satu makna dan fungsi. Sebaliknya satu makna dan fungsi 
dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk ujaran  baik TT secara langsung maupun 
TT tidak langsung. 2.Pada kajian ini, penggunaan prinsip kesantunan yang paling 
dominan dalam sidang DPRD dapat diidentifikasi dari analisis penaatan dan 
pelanggarankan  maksim kesantunan yang diteropong dari prinsip kesantunan 
yang dikemukakan oleh H.P Grice dan Leech diidentifikasi ada 4 maksim yang 
dilanggar dalam sidang DPRD yaitu maksim kuantias sebanyak 3 tuturan, maksim 
relevansi sebanyak 6 tuturan,maksim kemurahan dengan 2 data ujaran,dan 
maksim penerimaan 1 data tuturan. Selanjutnya, pematuhan prinsip kesantunan 
yang diidentifikasi penulis sebanyak 4 prinsip.Data tuturan yang ditemukan 
menaati atau mematuhi ke 4 maksim kesantunan dalam sidang DPRD pertama, 
pematuhan maksim kemurahan terdapat pada data tindak tutur representatif yang 
bermakna melaporkan sebanyak 2 ujaran. kedua,pematuhan maksim kerendahan 
hati terdapat pada data tindak tutur representatif yang bermakna melaporkan 
sebanyak 2 ujaran. Ketiga, pematuhan maksim cara pada tindak tutur direktif yang 
bermakna memohon izin ditemukan data tuturan sebanyak 17 tuturan. Ke empat, 
pematuhan maksim kebijaksanaan dengan data 10 ujaran tindak tutur direktif 
bermakna perintah. Berdasarkan data analisis pematuhan maksim dalam kegiatan 
pertuturan sidang DPRD LOBAR, penulis menarik kesimpulan pematuhan prinsip 
kesantunan yang dikemukakan oleh Grice mendominasi. 3. Hasil analisis yang 
diperoleh penulis dari kajian tindak tutur sidang DPRD LOBAR mempunyai 
relevansi  dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan pembelajaran 
keterampilan berbicara khususnya dengan metode diskusi dikelas XII semester 1 
di Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Standar Kompetensi berbicara 2. 
Mengungkapkan gagasan, tanggapan, dan informasi dalam diskusi  Kompetensi 
Dasar (KD) 2.1 menyampaikan gagasan dan tanggapan dengan alasan yang logis 
dalam diskusi dengan harapan yang ingin dicapai siswa mampu melaksanakan 
diskusi dengan baik dan santun. Terlaksana diskusi dengan baik mengimplikasi 
suasana diskusi atau sidang menjadi kondusif. Dengan demikian sikap santun 
tidak hanya pada saat pertuturan saja melainkan disetiap lingkungan pergaulan 
masyarakat tempat interaksi/peristiwa tutur berlangsung. 
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